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RINGKASAN

Tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara
persepsi masyarakat terhadap Kebijakan, untuk mengkaji HMubungan  antara
Kepemimpinan Wali Nagari, untuk menkaji hubungan antara  manfaat
Pembangunan, Untuk  mengkaji Hubungan Tingkat Pendidikan.serta untuk
mengkaji  hubungan  antara  persepsi masvarakat terhadap  Kebijakan,
Kepemimpinan Wali Nagari, manfaal Pembangunan dan Pendidikan secara
bersama  — sama  berpengaruh  terhadap  Partisipasi Masyarakat  dalam
Pembangunan di Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, Penelitian ini
menggunakan metode kualitatit dan Kvantitatil. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh Kepala Keluarga yang berada dalam Wilayah Kecamatan VII Koto
kabupaten padang Pariaman yang berjumlah 8.048% KK, Sementara vang terpilih
menjadi sampel adalah sebanyak 381 KK. Pengambilan Sampel dilakukan dengan
Fekhnik Proportional Cluster Random Sampling dan Tekhnis Analisis Data
mengeunakan Tekhnik Analisis regresi Linear Berganda.

Hasil Analisis deksripsi memperlihatkan bahwa kescluruhan variable

masih perlu ditingkatkan karena pencapaiannya masih kurang baik dan cukup

sz bahkan pada Variabel Pendidikan berada Pada kategori Tidak Baik
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PENDAHULUAN

= Latar Belakang

Perubahan  paradigma  penvelenggaraan  pemerintahan  berdasarkan
*ndang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan
oeluang yang sebesar-besarnva kepada daerah untuk mengatur dan mengurus
~mazh  tangga sendiri, termasuk  mengatur tentang  bentuk  dan  susunan
semerintahan terendah berdasarkan asal usul pembentukannya vang relevan
Semzan budaya local. Karena pemerintah  terbawah  adalah wjung  tombak
s=izvanan kepada masyarakat, Perubahan Paradigma ini memberikan kekuatan
=izt lokal,

D1 Sumatera Baral kembali ke sistim Pemerintahan Nagari dari sisi
semerintzh ditujukan untuk melembagakan berbagai potensi sosial untuk dapat
servonsiribusi elektil” dalam pembangunan nagari melalui kelembagaan formal
~=u pemerintahan nagari sendiri. Kembali ke sistim pemerintahan nagari juga
Zesukan untuk kemandirian masyarakat untuk menerima perubahan ini dari sisi
so=izl ckonomi dan sosial budaya yang didalamnya termasuk pembiayaan
sememnizhan nagarl, masalah ekonomt nagari, angkatan kerja konflik ulayat,
se=cadikan, krisis moral, penataan keagamaan serta adat istiadat dan schagainya.

Oleh sebab it prakarsa, partisipasi, semangat keswadavaan serta

‘oiiitsorizan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan

Smiem=n hal vang baru bagi masyarakat Sumatera Barat. Hal ini sebenamyva




“ui=s mendarah daging semenjak dahulunya sebagai suatu ikatan yang terangkum
Zai= suatu nagari. Kehidupan bernagari telah menata kembali hubungan vertikal.
sorzonial. maupun diagonal dalam suatu dinamika vang unik dan berkelanjutan.

Salah satu tujuan pokok kembali ke sistim pemerintahan nagari adalah
s meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada masa
semomintzhan desa. partisipasi masyarakat dalam pembangunan  cendrune
Soekssian Karena sentralisasi berbagai  kebijakan  pemerintahan  tentang
se=swcicnggzaraan pemerintahaan desa. Perubahan paradigma pemerintaban dari
semim=listik ke disentralistik memberikan peluang lebih luas kepada masyarakat
s terperan serta dalam pembangunan, Dengan demikian, maka diharapkan
“moes partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari akan meningkat,

Fada Era Orde Baru partisipasi masyarakat dalam pembangunan (termasuk
semoeszunan desa) tidak terlalu menjadi penekan, karena struktur dan proses
simemesiras) pembangunan bersifut sentralistik. Top Down, dan Blue Print dan
=owes penuh. Oleh karena itu kepentingan, masalah, kebutuhan masyvarakat,
Wmessemna masyarakat  miskin  tidak  terpenuhi.  Apalagi dengan  strategi
semsescunan yang berorientasi pada pertumbuhan vang pada kenyataanva
sowemva memperbesar terjadi ketimpangan, vaitu dengan berangkat dari asumsi
Swrwez penghapusan Ketimpangan dengan sendirinya akan tercapai melalui proses
vame serng disebut sebagai Trickle Down ( rembesan kebawah ) { Santoso, 1997 )

Ckengzan lahimya Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Semes=izhan Daerah dan kemudian dirubah dengan Undang — Undang Nomor 32

Tamem 2004 vang telap menempatkan salah satunya adalah prinsip peran serta

msasziat dalam penyelenggaraan  daerah dalam  rangka mempercepat
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SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBLIAKAN

5.1 Kesimpulian

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian vang
dilakukan melalui analisis regresi berganda tentang Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nagari di Kecamatan
VII Koto Kabupaten Padang Pariaman maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

Secara bersama-sama persepsi terhadap kebijakan, kepemimpinan wali
nagari, manlaat pembangunan dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap
partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari di Kecamatan VIl Kato

Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil deskripsi variabel persepsi terhadap kebijakan diperoleh skor 3.21
dengan tingkat capaian 64,2 %. Angka ini berada pada Kategori Cukup Baik,
kepemimpinan wali nagari diperoleh Skor 3,10 dengan persentase tingkat capaian
62 %. Angka ini berada pada Kategori Cukup Baik, mantaal pembangunan
diperoleh skor 3,11 dengan persentase tingkat capaian 62,2 %, Angka ini berada
pada Kategori Cukup Baik, rata-rata pendidikan masyarakat di Kecamatan VI
Koto Kabupaten Padang Pariaman adalah tamat SD yang berjumlah 147 orang

(38,6 %). Sedangkan untuk yang tidak tamat SD berjumlah 87 orang (22,8 %),

diikuti dengan masyarakat yang berpendidikan SLTP berjumlah 82 orang (21,3
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